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BAB III 

KAJIAN TEORITIS  MASLAHAH MURSALAH 

 

A. Definisi Al-Maslahah Al-Mursalah  

1. Menurut Bahasa  

Dari segi bahasa. Kata al-maslahah  adalah seperti lafadzh 

al-manfa‟at, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), 

yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-

shalah, seperti halnya lafadzh al-manfa‟at sama arinya dengan al-

naf‟u.  

2. Menurut Istilah 

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan 

istilah al-mashlahah al-mursalah itu dengan kata al-munasib al-

mursal .” adapula yang menggunakan istilah al-istidhal al-mursal. 

Istilah- istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, 

masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda.
1
 

Setiap hukum yang di tetapkan Allah dalam Al-Qur‟an 

begitupula yang di tetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung 

unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk 

                                                             
1
Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet 

ke 1 h. 117 
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mendatangkan manfaat atau kebaikan yang di peroleh oleh manusia 

maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu 

berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, 

akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam 

keadaan tidak di temukan hukumnya dalam Al-Qur‟an maupun 

Sunnah Nabi dapatkah hukum syar‟a atau fiqih di tetapkan dengan 

pertimbangan maslahat itu. 
2
 

Al-maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa 

al-maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan 

hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu di tetapkan 

sedemikian rupa karna kemaslahatan menghendaki agar hukum 

tersebut di tetapkan pada masalah tersebut  

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan 

oleh nash atau ijma di dasarkan atas hikmah dalm bentuk meraih 

manfaat ataaau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Dalam 

pada itu, setiap „illah yang menjadi landasan hukum bermuara pada 

kepentingan kemaslahatan manusia (al-maslahah). Mereka percaya 

bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang di tetapkan oleh nash 

                                                             
2

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 

Perenada Media Grouf, 2012), cet ke 1 hal 62-65  
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yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik 

kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. 
3
 

Al-Ghazali menyatakan, setiap mashlahah yang kembali 

kepada pemeliharaan maksud syara‟ yang di ketahui dari Al-Quran, 

As-Sunnah dan Ijma‟. Tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar 

tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka 

dipakai al-mashlahah al-mursalah jika memakai qiyas, harus ada 

dalil asal (maqis alaih). Cara mengetahui mashlahah yang sesuai 

dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, 

baik dari Al-Quran,sunah, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-

isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian mashlahah seperti itu 

disebut al-maslahah al-mursalah (Al-Ghazali :310) . artinya terlepas 

dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari 

beberapa dalil syara‟ .  

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab maliki 

mengatakan bahwa al-maslahah al-mursalah adalah setiap perinsip 

syara‟ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan 

tindakan syara‟. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar 

                                                             
3
Abd. Rahmat Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014) cet ke 3 hal 209 
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hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi 

perinsip dan digunakan syara‟ yang qat‟i .  

Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-mashlahah 

menurut beberapa ulama ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hakikat al-mashlahah dalama syari‟at Islam adalah setiap manfa‟at 

yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukan 

mut‟tabar (diakui) atau tidak manfaat itu.  

Adapun manfaat al-mashlahah al-mursalah menurut Imam 

Maliki sebagai mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu 

maslahah yang sesuai dengan tujuan, perinsip, dan dalil-dalil syara‟, 

yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang 

bersifat dharuriat (primer) maupun hajjiyat (skunder).  (Al-Istiham, 

juz :1229)  

Penjelasan definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa 

tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan 

mashlahah mursalah, jika tidak termasuk pada maqashid asy-

syari‟ah.  

Namun demikian, al-mashlahah al-mursalah itu jangan 

dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau 
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jauh dari dalil-dalil pembatalnya. Tapi harus dipahami al-mashlahah 

al-mursalah berdasarkan pada dalil yang terdapat pada syara‟, 

namun tidak dikhususkan terhadap al-maslahah al- mursalah ini. 

Bisa dikatakan melalui metode yang jauh, seperti penjagaan 

terhadap roh, akal dan keturrunan.  

Di antara contoh yang dapat dikatakan al-mashlahah al-

mursalah adalah kemaslahatan daulah Islam dalam penjagaan harta 

penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya 

musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh negara 

karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. 

Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ad pula 

dalil yang membatalkannya, namun termasuk sala satu dari maksud 

ketentuan syariat, yakni menjaga agama. 
4
 

 

B. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah  

Sebelum penulis mengemukakan dasar-dasar maslahah, terlebih 

dahulu akan di kemukakan pendapat ulama tentang kehujjahan 

mashlahah.  

                                                             
4
Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, ..., h. 121  
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Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang 

mashlahah, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah syar‟iyah 

dan termasuk sala satu dari dalil-dalail pembinaan hukum, sedangkan 

ulama lain memandang sebaliknya.  

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa 

Imam Mliki dan Ahmad serta pengikutnya berpegang kepada istislah 

sebagai sebagai metode syar‟iy untuk mendapatkan hukum yang 

berkaitan dengan pristiwa-pristiwa yang tidak ada baik nas maupun 

ijma  

As-Syafi‟i dan pengikut-pengikutnya dalam hal in menolak 

istislah. Mereka berprinsip bahwa seorang yang berpegang dengan 

istislah identik dengan orang yang berpegang dengan istihsan, dengan 

istislah memang identik dengan istihsan.  

Lebih lanjut beliau berkata:  

Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan maslahah maka 

Imam Maliklah yang terkenal paling banyak mempergunakannya, 

walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini 
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ditolaknya. Memang secara faktual Imam Malik dalam banyak hal 

sering memberikan fatwa-fatwa dengan maslahah.
5
 

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa maslahah al-

mutabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka 

juga sepakat bahwa maslahah al-mulghahtidak dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan maslahah al-

gharibah, karna tidak ditemukan dalam praktis syara‟. Adapun tahapan 

kehujjahan maslahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama 

menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum 

syara‟. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka 

berbeda pendapat.  

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan 

maslahah al-mursalahsebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut 

berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma‟ yang 

menunjukan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu 

merupakan „illat(motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau 

jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh 

nash sebagai motivasi suatu hukum.  

                                                             
5

Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) cet ke 2 h. 85-86 
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Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya 

merupakan tujuan syara‟ yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan 

itu termasuk ke dalam konsep maslahah al-mursalahdengan demikian 

Ulama Hanafiyyah menerima maslaha al-mursalah sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum; dengan syara sifat kemaslahatan itu sama dengan 

jenis sifat yang didukung oleh nashatau ijma‟ dan jenis kemaslahatan 

itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma‟. 

Penerapan konsep maslahah al-mursalahdi kalangan Hanafiyyah 

terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari 

kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan 

beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum 

tersebut, pada umumnya adalah maslahah al-mursalah.  

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah al-

mursalahsebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka 

dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas 

menerapkannya. Menurut mereka maslahah al-mursalahmerupakan 

induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti 

yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa 
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keberadaan dan keluasan maslahah al-mursalah itu bersifat pasti 

(qat‟i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhani (relatif).
6
 

Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan  maslahah maka 

Imam Maliklah yang terkenal paling banyak 

mempergunakannya,walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut 

beliau pernyataan ini ditolaknya.;  

Adapun alasan kelompok yang menerima maslahah sebagai 

sumber hukum adalah sebagai berikut :  

1. Dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan 

maslahah sebagai dasar penetapan hukum, antara lain:  

a. Para sahabat telahmengumpulkan Al-Qur‟an dalam suatu 

mushaf. Kenyataan ini pernah terjadi di jaman Rasulullah. 

Mereka melakukan kebijaksanaan yang demikian semata-

mata karena maslahah, yaitu memelihara Al-Qur‟an agar 

tidak tersia-siakan agar keotentikannya tidak hilang 

disebabkan meninggalnya para sahabat yang hafal Al-

Qur‟an. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah 

yang menyatakan keterpeliharaannya.  

                                                             
6
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) cet ke 2 h. 

120-121 
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b. Khulafaaurasidin menetapkan keharusan para pengusaha di 

sektor jasa memberi ganti rugi atas barang orang lain yang 

rusak di tangannya, padahal menurut asalnya mereka itu 

adalah orang-orang yang diberi suatu kepercayaan. 

Kebijaksanaan yang demikian dilakukan dengan 

pertimbangan jika mereka dibebaskan dari keharusan 

membayar ganti rugi niscaya mereka akan mengabaikannya 

dan meremehkan tanggung jawabnya terhadap orang lain 

yang ada di tangannya. Ali bin Abi Thalib telah menegaskan 

dasar dari kebijaksanaaan ini adalah maslahah. Beliau 

berkata “manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali 

dengan kebijaksanaan yang demikian. 

2. Maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum, wajib 

dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri 

dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain, sebab 

menggunakan maslahah tersebut berarti menunjang pencapaian 

tujuan pembinaan hukum dan sebaliknya membiarkan tujuan 

dimaksud merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan.  

3. Jika pada suatu kasus, menyatakan jelas terdapat maslahah yang 

sejalan dengan maslahah yang diakuioleh syara‟ kemudian 
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mashlahah itu dibiarkan begitu saja, niscaya mengakibatkan 

manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempatan. Dan hal 

ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam 

Al-Qur‟an.  

Dari perbedaan persepsi dan argumentasi para ulama 

tentang kehujjahannya maslahah ini dapatlah selanjutnya 

digarisbawahi bahwa pada prinsipnya para ulama itu berbeda 

pandangan dalam melihat esensi mashlahah yang sebenarnya. 

Sebagian berpendapat, memperaktekkan mashlahah berarti 

menetapkan hukum dengan dasar rasio dan subyektivitas semata 

tanpa memperhatikan maksud-maksud syara‟. Dalam konteks 

ini Al-Ghazali menulis : 

“setiap mashlahah yang tidak menuju kepada pemeliharaan 

maksud yang di pahamkan dari al-kitab, As-Sunnah atau ijma‟ 

dan ia termasuk mashlahah yang asing yang tidak sejalan 

dengan tindakan-tindakan syara‟ maka ia mashlahah yang 

batal dan harus di campakan dan barang siapa yang 

memperaktekkannya ia membuat syari‟at sendiri.
7
 

 

Selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan 

mashlahah dan bagaimana kehujjahannya Al-Ghazali di bagian 

lain menulis sebagai berikut:  

                                                             
7
Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, ... h. 96 
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“Apabila kita menafsirkan mashlahah denga 

memelihara maksud syara‟ maka tak ada jalan untuk kita 

berselisih dalam mengikutinya bahkan wajib bagi kita 

menetapkan bahwa ia suatu hujjah. 
8
 

 

Pendapat Al-Ghazali di atas ini nampak telah berhasil 

mendudukan pengrtian tentang esensi mashlahah yang 

sebenarnya, yaitu mashlahah yang memelihara maksud-maksud 

syara‟ yang menunjang dan memperkokoh penerapan dan 

realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu ia mutlak mempunyai kedudukan yang strategis dan 

tidak lagi menjadi ajang perbedaan pendapat tentang 

kehujjahannya. Secara fungsional ia sebagai sarana dari upaya 

memelihara maksud-maksud syara‟ sebagai tujuan yang hendak 

dicapai. Maka apabila mewujudkan tujuan itu adalah suatu 

keharusan sudah tentu mewujudkan sarana suatu keharusanpula 

dan itu tiada lain adalah mashlahah.
9
 

Di samping itu ulama dan penulis ushul fiqh pun 

berbeda pandangan dalam menuklikkan pendapat madzhab 

Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan 

maslahahmursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan 

                                                             
8
Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, ... h. 97 

9
Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, ... h. 97  



 43 

oleh penganut madzhab ini, maslahah mursalah juga digunakan 

oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana di utarakan oel 

AL-Syatibi dalam kitab al-itisham. Juga di gunakan oleh 

kalangan ulama non-Maliki seperti di utarakan oleh Ibnu 

Qaudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya.  

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi‟i secara tegas 

dalam dua kitabnya (al-Madkhul dan al-Mushtasfa) menyatakan 

bahwa ia menerima penggunaan maslahah al-mursalah dengan 

syarat bahwa maslahah al-mursalah bersifat dharuri 

(menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), Qat‟i (pasti) 

dan kulli (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu subki dan al-Razi 

membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu. 
10

 

Di bagian lain Allah SWT berfirman :  

رۡسَلۡنََٰكَ إلَِّا رَ 
َ
 (٧٠١) حَۡۡةٗ ل لِۡعََٰلَمِيَ وَمَآ أ

 
 “Dan tidaklah kami mngutus kamu melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.‟ (QSAl-Anbiya‟:107) 
11

 

 

Mustasfa Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini juga 

menjabarkan bahwa nabi Saw juga membawa hukum-hukum 

                                                             
10

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011) cet ke 6 h. 358-

359  
11

Soenarjo, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma‟ Khadim al 

Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba‟at al Mush-haf asy-Syarif, 1971) h. 

508 
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yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar 

kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari 

kemaslahatan itu, dan yang demikian di sebabkan karena 

rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau 

menerima dan mensukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia 

tidak memperoleh kebahagian baik dalam hidup di akhirat 

maupun di dunia ini.
12

 

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan 

maslahatul mursalah, antara lain adalah:  

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk 

kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah 

menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. 

Sedang maslahatul mursalah sama juga tujuannya. Oleh karena 

itu, Syekh Ibnu Tayimiyah berkata bahwa: apabila seseorang 

mendapat kesuliatan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka 

lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) nya 

sebagai dasar.
13

 

                                                             
12

Saefudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) cet ke 2 h. 100 
13

Ahmad Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh,(Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2010) cet ke 1 hal. 160-161 
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Untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai 

dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiah dan Hanabilah 

menyariatkan tiga syarat, yaitu:  

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan 

termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash 

secara umum.  

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 

perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui 

maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan 

manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.  

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, 

bukan kepentingan pri badi atau kelompok kecil tertentu.  

Ulama golongan Syafi‟iyyah, pada dasarnya, juga 

menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara‟. Akan 

tetapi, Imam Syafi‟i, memasukkan ke dalam qiyas,misalnya, ia 

meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras 

kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera 

sebanyak80 kali, karna orang mabuk akan mengigau dan dalam 

mengigaunya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat 

zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul 
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fiqihnya membahas permasalahan maslahat al-muesalah. Ada 

beberapa syarat yang dikemukakan AL-Ghazali terhadap 

kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam 

menginstinbatkan hukum, yaitu:  

1. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟.  

2. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 

nash syara‟ 

3. Maslahah itu termasuk dalam kategori maslahah yang 

dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun 

kemaslahatan orang banayak dan universal, yaitu berlaku 

sama untuk semua orang  

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan 

bahwa yang hajjiyan, apabila menyangkut kepentingan orang 

banyak bisa menjadi dharuriyyah.  

Dengan demikian, Jumhur Ulama sebenarnya menerima 

maslahah al-mursalah sebagai sala satu metode dalam 

mengistinbatkan hukum Islam.
14

 

Adanya maslahat sesuai dengan maqasid as-Syari‟ 

(tujuan-tujuan syari‟), artinya dengan mengambil maslahat 

                                                             
14

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, ...h. 122-123 
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berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-Syari‟. 

sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti 

mengesampingkan maqasis as-Syari‟.sedang mengesampingkan 

maqasid as-Syari‟ adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib 

menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber 

hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini 

tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi 

sinkronisasi antara maslahat dan maqasid as-Syariah‟.  

Seandainya maslahat tidak di ambil pada setiap kasus yang jelas 

mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-

maslahat syar‟iyyah, maka orang-orang mukallaf akan 

mengalami kesulitan dan kesempitan.  

Ummul Mu‟minin, Sayyidah Aiyisiah, meriwayatkan hadist 

dari Nabi Muhamad SAW :  

 ثماانه ما خيربين امرين الا اختا ر ايسر هما ما لم يكن ا
“bahwasannya tidak sekali-kali nabi dihadapkan pada dua 

pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ringan selagi 

bukan merupakan perbuatan dosa.”  

 

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh 

Imam Malik. Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak 
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memakai dalil maslahat, dapat teringkas dalam empat hal 

sebagai berikut:  

1. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan 

mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari 

keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Dalam 

menjelaskan alasan tersebut dalam kaitannya dengan 

ishtihsan dan maslahat mursalah, Imam Al-Ghazali berkata: 

“sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu 

dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. 

Ihtihsan tanpa memperhitungkan dalil-dalil syara‟ adalah 

hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata.” Khusus 

mengenai maslahat mursalah ia berkata: “ maslahat 

mursalah jika tidak ditopang oleh syari‟ (adanya dalil 

syara‟) kedudukannya sama dengan Ihtihsan.”  

2. Maslahat andaikan dapat diterima (mu‟tabarah ), ia 

termasuk dalam kategori qiyas dalam arti luas (umum); 

andaikan tidak mu‟tabarah, maka ia tidak tergolong qiyas. 

Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang 

mengatakan bahwa pada suatu maslahah terdapat maslahat 

mu‟tabarah sementara maslahat itu tidak termasuk ke dalam 
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nash atau qiyas. Sebab pandangan semacam itu akan 

membawa ke suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-

nah al-Qur‟an atau hadist Nabi dalam menjelaskan syari‟at 

dengan kenyatan tabligh yang telah diperankan oleh Nabi 

SAW serta bertentangan dengan sabdanya:  

جة  ابيضاا  بضلاا كهاارااتركتكم على المح  
“ aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang. Malamnya 

bagaikan siang.”  

 

3. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada nash 

terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari 

hukum syari‟at dan tindakan kelalaian terhadap rakyat 

dengan dalil maslahat. Sebagaimana yang dilakukan oleh 

sebagian raja-raja yang lalim dalam hubungan ini Ibnu 

Tayimiyah berkata: “ hal tersebut ditinjau dari segi 

kemaslahatan akan menimbulkan kegoncangan besar dalam 

urusan agama.
15

 

Adanya perintah Al-Qur‟an (QS.AN-Nisa‟ (4) :59) agar 

mengembalikan persoalan yang di perselisihkan kepada Al-

Qur‟an dan Sunnah, dengan wajh al-istidlal bahwa perselisihan 

itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak di 
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Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqh,(Jakarta: Pustaka Firdaus 2000) cet ke 6 

h. 427-432 
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temukan dalilnya di dalam al-quran dan sunnah. Untuk 

memecahkan masalah semacam itu, selain dapat di tempuh 

lewat metode qiyas‟, tentu juga dapat di tempuh lewat metode 

lain seperti istislah. Sebab, tidak semua kasus semacam itu 

dapat di selesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian , 

syarat tersebut secara langsung juga memerintahkan mujtahid 

untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapai kepada 

alquran dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode 

istilah, yakni menjadikan mashlahah mursalah sebagai dasar 

pertimbangan penetapan hukum Islam.  

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan 

mashlahah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 

Islam, berarti secara tak langsung telah mengakui karakter 

kelengkapan dan kesempurnanan hukum Islam. Artinya, 

hukumIslam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang 

kurang. Demikian juga memandang mashlahah mursalah akan 

membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam 

disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menapikan 

universalitas, keluasan, dan keluasan hukum Islam.  



 51 

Argumen itu disanggah oleh kelompok pertama, dengan 

mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna, 

tetapi yang dimaksud dengan lengakap dan sempurna di sini 

adalah pokok-pokok di sini adalah ajaran dan prinsip-prinsip 

hukumnya. Jadi, tidak berarti semuanya sudah ada hukumnya. 

Ini terbukti, cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum 

disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah, yang baru diketahui 

setelah digali lewat ijtihad. Jadi, ijtihad untuk menetapkan 

hukum masalah baru dengan metode-metode ijtihad yang ada - 

temasuk istislah-  amat diperlukan untuk menjamin dan 

membuktikan bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Apabila 

hal ini tidak dibenarkan, akan banyak masalah baru muncul 

yang tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam.  

Demikian juga tidak benar memandang mashlahah 

mursalah sebagai hujjah akan menafikan universalitas, 

keluasan, dan keluesan hukum Islam; tetapi yang terjadi justru 

sebaliknya, yakni dengan menerpakan mashlahah mursalah, 

unuversalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam dapat 

dibuktikan.
16
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C. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah  

Ulama yang menerima maslahah sebagai sumber hukum lebih –

lebih Imam Malik sebagai Imam yang populer paling banyak 

mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi 

dalam menerangkannya.  

Zakaria A-l-Farisi dalam kitabnya Masadirul Ahkamil Islamiyah 

memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat di atas, antar 

lain:  

1. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat 

imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang 

memusatkan perhatian pada itu yakni bahwa membina hukum 

berdasarkan kemashlahatan tersebut akan dapat menarik manfaat 

dan menolak madarat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila 

hanya sebagian saja yakin akan kemaslahatan itu, misalnya tentang 

kemaslahatan dari larangan talak oleh suami dan kemudian hak itu 

diserahkan secara mutlak kepada hakim semata. Yang demikian 

bukanlah kemaslatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif 

yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan 

masyarakat.  
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2. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. 

Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan Al-Ghazali yaitu: 

kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka 

membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang 

muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut di khawatirkan 

akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin 

mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, 

meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang 

muslimyang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal 

ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap 

mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.  

3. Hendaknya kemashlahatan itu bukan kemaslahatan yang mulgha 

(aboriset, voncellod) yang jelas ditolak oleh nash. Sebagai contoh 

kemaslahatan yang mulgha ini adalah fatwa Imam Yahya bin al-

Yaisy, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqih Andalusia 

pada sala seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakannya bahwa 

bagi raja apabila ia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan 

Ramadhan ia tidak boleh tidak harus memenuhi khafarat berpuasa 

dan dua bulan berturut-turut. Dia berfatwa tanpa memberikan 

pemeliharan (takhyir) antara memerdekakan budak atau berpuasa 
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sebagai mana dipegangi oleh Imam  Malik dan tidak pula dengan 

memerdekakan budak an sich sebagai mana dipegangi oleh ulama-

ulama yang lain karena dia menganggap bahawa kemaslahatan akan 

dapat dicapai hanya dengan itu,. Dan menurut dia, maksud kafarat 

tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan 

pelanggaran agar ia tidak mau mengulangi lagi perbutannya. Dan 

khusus bagi seoarang raja maksud ini dapat dicapai hanya dengan 

mengharuskan dia memenuhi kafarat berupa puasa yang 

memberatkan, sedang memerdekakan budak baginya tidak 

mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak memberatkan. Namun 

demikian pendapat ini oleh kebanyakan ulama dinilainya sebagai 

fatwa yang berlandaskan kepada pertibangan kemaslahatan yang 

mulgha karena mnas Al-Qur‟an menunjuk pada kafarat itu tidak 

mengdakan diskriminasi antara raja dan lainnya.  

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

penerapan mashlahah sebagai sumberhukum. Dan dengan 

mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi 
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penerapan mashlahah berarti menetapkan hukum secara subyektif 

emosional sebagai mana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.
17

 

Maslahat yang yang mu‟tabarah(dapat diterima) ialah 

maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan 

dasar:  

1. Keselamatan keyakinan agama,  

2. Keselamatan jiwa, 

3. Keselamatan akal, 

4. Keselamatan keluarga dan keturunan, 

5. Keselamatan harta benda.  

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga 

kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.  

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala an-Nafs) ialah 

jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. 

Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah : 

jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya 

kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi 

kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/mengeluarkan pendapat, 
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kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain 

sebagainya.  

Jaminan keselamatan akal (al-Muhafazhah ala-„Aql) ialah 

terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang 

bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat. Upaya pencegahan 

yang bersifat preventif yang dilakukan syari‟at Islam sesungguhnya 

ditunjuk untuk mengingatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya 

dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak 

dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan 

adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.  

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muhafazhah 

alan-nasl) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap 

hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. 

Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tanga 

dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak 

agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang 

memadai. 

Jaminan keselamatan harta benda (al-Muhafazhah alal-Mal), 

yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proposional melalui cara-
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cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan 

cara yang lalim dan curang.  

Jaminan keselamatan agamakepercayaan (al-Muhafazhah alad-

Din), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan 

dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-

perbuatan yang mengarah pada kerusakan.  

Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi 

tujuan syari‟, maka sesungguhnya hal itu terkadang di dalam 

keumuman syari‟at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam 

syara‟, para ahli fiqih (fuqaha) terbagi ke dalam tiga golongan  

Golongan pertama, berpegang teguh pada ketentuan nassh. 

Golongan ini memahami nah hanya dari segi lahiriyahnya semata 

(tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya mashlahat di balik 

suatu nash. Mereka yang dikenal dengan julukan Zhahoriyah ini tidak 

mau menerima dalil qiyas. Karena itu, mereka menyatakan dengan 

tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh 

nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash.  

Golongan kedua, mencari kemashlahatan dari nash yang di 

ketahui tujuannya dari „illatnya. Karenanya, mereka mengqiaskan 
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setiapkasus yang jelas mengandung suatu maslahat, dengan kasus lain 

yang jelas ada ketetapan nashnya dalam maslahat tersebut. Meskipun 

demikian mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu maslahat kecuali 

apabila didukung oleh adanya bukti dari dalil khas. Sehinhgga tidak 

terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap maslahat, karena 

dorongan hawa nafsu, dengan maslahat yang hakiki (yang sebenarnya). 

Dengan demikian, tidak ada maslahat yang dipandang mu‟tabarah 

(dapat di terima ) kecuali apabila dikuatkan oleh nash khas atau sumber 

hukum pokok (ashl) yang khas. Dan, pada umumnya, yang dijadikan 

ukuran untuk menyatakan suatu maslahat, ialah „illat qiyas.  

Golongan ketiga, menetapkan setiap mashlahat harus 

ditempatkan pada kerangka kemashlahatan yang ditetapkan oleh 

syari‟at Islam, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini, tidak 

harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga sehingga bisa 

disebut qiyas, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang di namakan 

Mashlahat Mursalah atau  Istihsan. 
18

 

Abdul-WahabKhalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 

memfungsikan maslahah mursalah, yaitu:  
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1. Sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah 

hakikiyaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau 

menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka hanya 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada 

akibat negatif yang ditimbulkannya.  

2. Sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaklah berupa 

kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.  

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur‟an atau Sunnah 

Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma.
19
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